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MINAT BACA

Penerbit Terbelenggu Regulasi
dan Pembajakan Buku

JAKARTA, KOMPAS — Ekosistcem
industri penerbitan nasional
masih terbelenggsu berbagai
persoalan, mulai dari regulasi
birokrasi yang dinilai belum
berpihak hingga pembajakan
buku yang sulit dibendung.
Kondisi tersebut menjadi pa-
radoks di tengah kembali tum-
buhnya minat baca generasi
muda.

Ketua Umum Ikatan Pe-
nerbit Indonesia (Tkapi) Arys
Hilman Nugraha mengatakan,
pemerintah perlu memperlu-
as akses terhadap buku ber-
kualitas untuk memenuhi ke-
butuhan literasi gencerasi mu-
da. Menurut dia, generasi 2
dan alpha kini semakin aktit
membeli buku dan mengun-
Jungi perpustakaan schingsa
menjadi harapan baru bagi
budaya litera Indonesia.

“Boleh jad mereka lebih
mencintai buku dan ilmua pe-
ngetahuan daripada kita. ter-
utama mungkin daripada saya
dari generasi boorner. Ninat
baca mercka ada, tetapi ke-
biasaan membacanya belum
tentu terbentulk. Itu Mmem-
butuhkan akscs terhadap
buku yang baik,” ujar Arvs
dalam peringatan HUT Ke-76

Ikapi di Jakarta, Kamis
(21,/5/2026).
Namun., dukungan peme-

rintah terhadap dunia perbu-
kuan juga dinilai belum kon-
sisten. Ia menyvoroti pemo-
tongan 2ANELNran lembaga
yang berkaitan dengan buku
dan literasi, seperti Perpus-
takaan Nasional (Perpusnas)
dan Pusat Perbukuan.

Pada tahun 2026. Perpus-
nas hanya mendapat anggaran
sebesar Rp 378 miliar dari
besaran tahun sebelumnya Rp
721,77 miliar. Angcaran yang
dipangkas 47,6 persen ini
menjadi yang paling drastis
dalam enam tahun terakhir.

Arys juga menyoroti kebi-
Jakan pengcunaan dana ban-
tuan operasional satuan pen-
didikan (BOSP) dalam Per-
aturan Menteri Pendidikan
Dasar dan Menengah Nomor
8 Tahun 2025 yang Mmoewa-
jibkan sekolalhh mengalokasi-
kan minimal 10 persen dana
BOSP untuk membeli buku.
Sementara industri penerbit
belum merasakan aliran ang-
garan tersebut.

TIni adalah paradoks antara
apa yang ditunjukkan sebagai
kecintaan terhadap buku di

tingkat tertinggi leadership ki-
ta., tetapi tidak mewujud da-
lam implementasi anggaran,”
ucapny:a.

Pembajakan
Masalahh menahun terkait
perbukuan ialah pembajakan
buku yang hingga kini masih
menjadi ancaman besar bagi
industri penerbitan nasional.
Salah satu akar persoalannya
ialah perubahan aturan hak
cipta vang menjadikan pem-
bajakan sebagai delik aduan
sehingga penegakan hukum
dinilai melemah dan membe-
bani penerbit. Kehadiran lo-
kapasar digital juga dinilai se-
makin moenguntungkan pcola-
ku pembajakan buku.
Indonesia  bahkan masih
identik dengan isu pembajak-
an di mata negara-negara Asia
Tenggara lainnya. NMenurut
Arys, dalam  berbagai - forum
internasional, delegasi Indo-
nesia hampir selalu diminta
membahas persoalan pemba-
jakan karena masalah tersebut
dianggap belum terselesailkan
di Imdonesia.
"Pembajakan masih mer
di isu besar di Indonesia.
harusnya kita sudah lepas dari
persoalan itu, sementara ne-
gara-negara lain menganggap
isu pembajakan sudah selesai.
Ada kelemahan dalam uan-
dang-undang hak cipta kita,”
wujar Arvs.
Selain itu

dia juga menyo-
roti regulasi tem perbukuan
WATLE diatur dalam Un-
dang-Undang Nomor 3 Tahun
2017 yang bias terhadap dua
hal. Pertama, undang-undang
tersebut dan aturan  turuan-
annya terlalu berfokus kepada
buku pelajaran sckolah. Ke-
dua, undang-undang tersebut
Jjuga terlalu fokus pada pem-
binaan hulu perbukuan, ter-
utama pada sisi penerbit buku,
dan menomorduakan masalah
hilir berupa akses terhadap
bahan bacaan dan budaya ba-
ca masyarakat.

“Ini mengakibatkan bu-
ku-buku terbaik dilahirkan,
tetapi gagal untuk sampai ke
tangan pembaca. Industri bu-
ku, terutama penerbit, dalam
undang-undang tersebut di-
perlakukan berbeda. De se-
kian pelaku perbukuan, hanya
penerbit yang terancam sank-
si jika melanggar, yang lain
tidak,” ucapnya.

Untuk itu, [Ikapi menyerah-

kan surat rekomendasi penye-
hatan ekosistem perbukuan
nasional kepada DPR melaluai
Ketua Komisi XTIT DPR Willy
Aditya. Rekomendasi tersebut
memuat  solusi terintegrasi
dari hulu hingga hilir, termma-
suk penanganan pelangsaran
hak cipta dan maraknya per-
edaran buku bajakan.

Melalui dokumen itu, Tkapi
berharap negara tidak hanyva
hadir sebagai pengawas, tetapi
juga menjadi fasilitator dalam
meoenychatkan ckosistem per-
bukuan dan memperkuat bu-
daya literasi menuju Generasi
Emas 2045,

Terkait hal itu, Willy me-
ngatakan, DPR tengah moeng-
upayakan percepatan rewvisi
UL No 372017 tentang Sistem
Perbukuan. Revisi tersebut di-
harapkan melahirkan regulasi
yang lebih adil, termasuk soal
subsidi, keringanan pajak koer-
tas, afirmasi, serta perlindung-
an honorarium bagi penu
penerjemah, dan penerbit.

“Saya minta pajak  kertas
nol. Pajak penulis nol. Buku
tidak sama dengan komoditas
lain. Jangan pernah moenya-
makan buku dengan mobil
atau barang dagangan biasa.”
wjar Willy.

Ia mendorong pemerintah
memberikan subsidi terhadap
buku sebagaimana subsidi ter-
hadap kebutuhan pokok ka-
rena kebutuhan akan penge-
tahuan sama pentingnya de-
ngan kebutuhan pangan. Ini
termasulk dorongan untuk
moenyubsidi logistik dan distri-
busi buku agar akses memba-

= tidak hanya dinikmati ma-
syarakat di Pulau Jawa.

Willy menegaskan, perso-
alan literasi sangat berkaitan
dengan kemampuan masya-
rakat berpikir kritis. Karena
itu., pemerintah wajib memas-
tikan akses pengetahuan tidak
meoenjadi hak istimewa bagi ke-
lompok tertentu saja.

“Orang lapar butuh nasi,
tetapi kepala lapar juga butuh
pengetahuan. Itu buku. Sela-
ma ini subsidi pangan luar
biasa, tetapi buku tidak men-
dapat subsidi. Ini tidak adil.”
uCcAapnya.

RULU Sistem Perbukuan su-
dah Program
Legisl i Nasional 2026, Willy
optimistis RUU ini akan men-
dapatkan dukungan dari Pre-
siden Prabowo Subianto.
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